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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari perumusan masalah yang telah penulis kemukakan 

serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Adapun  sanksi bagi pelaku usaha yang tidak 

mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, 

pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu 

produk yang telah bersertifikat halal  dapat dikenakan 

sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda 

Administratif, atau Pencabutan Sertifikat halal dan 

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menyatakan: 

Pelaku usaha yang tidak mejaga kehalalan produk yang 

telah memperoleh sertifikat halal di pidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 2.000. 000.000 (dua miliar rupiah).  
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2. Adapun sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak 

mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Qanun 

Aceh Nomor 8 Tahun 2016 pelaku usaha yang tidak 

mengindahkan kehalalan suatu produk yang telah 

bersertifikat halal  dapat dikenakan sanksi administratif 

berupa: Teguran lisan, Teguran tertulis, Tidak diberikan 

atau dicabut izin produksi, Tidak diberikan atau dicabut 

izin edar di Aceh, Pencabutan sertifikat halal, Tidak 

diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau, Denda 

administratif. Dan sanksi pidana sebagaimana diatur 

dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh tentang 

Sistem Jaminan Produk Halal menyatakan: pelaku usaha 

beragama Islam yang  tidak menjaga kehalalan produk 

yang telah memperoleh sertifikat halal dikenakan 

‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling 

banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling 

lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 

600 (enam ratus) gram emas murni. Serta, pelaku usaha 

beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan 
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produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang  tentang 

Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk 

menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3. Adapun faktor yang mendasari tentang sanksi bagi 

pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu 

produk, pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2014 berarti telah melanggar Pasal 25 

UU JPH. dan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 

faktor yang mendasari tentang sanksi bagi pelaku usaha 

yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk berarti 

telah melanggar pasal 34 ayat (1).  

B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari 

seluruh penulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut:  
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1. Menyarankan kepada pemerintah agar segara membentuk 

Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 

agar dapat tertib administrasi dalam usaha produksi 

dan/atau memperdagangkan suatu produk yang terjamin 

kehalalannya, serta dapat memberikan keamanan dan 

kenyamanan dalam melaksanakan ibadah bagi umat 

beragama Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang 

halal.  

2. Meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan 

hukum secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama 

dengan seluruh instansi terkait guna untuk menjamin 

peredaran produk yang diperdagangkan diwilayah 

Indonesia. Berserta meningkatkan peranserta masyarakat 

dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan 

pembelajaran dan  pelatihan, sehingga masyarakat 

mampu memverifikasi produk-produk yang halal dan 

yang tidak halal.  

3. Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan 

masyarakat akan pentingnya jaminan produk halal, 
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sehingga diharapkan dapat menunjang kesadaran pelaku 

usaha untuk menjaga kehalalan produk, serta sebagai 

upaya untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen 

akan pentingnya jaminan produk yang akan 

dikonsumsinya. 
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